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Abstract: The research conducted focused on the application of mudharabah 
financing accounting based on PSAK No. 105. The problem raised in this study is 
how the application of mudharabah financing accounting based on PSAK No. 105 
at Bank BNI Syariah in the Parepare City Micro Branch Office. The purpose of 
this study was to determine the application of mudharabah financing accounting 
based on PSAK No. 105 at Bank BNI Syariah in the Parepare City Micro Branch 
Office. This research conducted descriptive qualitative with comparative 
approach The results of the study stated that Bank BNI Syariah Micro Branch 
Office in the City of Pareparep had not fully implemented mudharabah financing 
accounting based on PSAK No. 105 due to the lack of product provision provided 
by the center and the type of financing used is mudharabah financing made from 
the customer (shahibul maal) to the Bank (Mudharib). 
Abstrak: Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi pembiayaan 
mudharabah berdasarkan PSAK No. 105. Masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah 
berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota 
Parepare. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunankan pendekatan 
kompratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa  Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Mikro Kota Pareparep belum Sepenuhnya menerapkan akuntansi pembiayaan 
mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 disebabkan karena belum ada ketentuan 
produk yang diberikan oleh pusat dan adapun jenis pembiayaan yang digunakan 
adalah pembiayaan mudharabah yang dilakukan dari pihak nasabah (shahibul 
maal) ke Bank (Mudharib. 
 
Kata Kunci : Akuntansi Pembiayaan, Mudharabah dan PSAK No.105
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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bank BNI Syariah merupakan 
salah satu usaha yang berlandaskan 
usaha sesuai dengan syarat Islam yang 
mengacu kepada Al–Qur’an dan hadits 
serta mengedepankan rasa keadilan dan 
transparansi dalam setiap transaksinya. 
Dengan adanya Bank BNI Syariah, 
masyarakat tidak perlu khawatir 
dengan pengelolaan dananya karena 
Bank BNI Syariah akan menyalurkan 
kepada sektor–sektor yang tidak 
bertentangan dengan syariah dan syiar 
Islam. Bank BNI Syariah akan 
mengutamakan penyaluran dananya 
kepada sektor rill yang diharapkan 
akan dapat menggerakkan 
perekonomian masyarakat, khususnya 
masyarakat muslim yang masih ragu 
dengan bunga bank. Bank dan lembaga 
keuangan syariah yang dapat 
menyimpan dana, meminjam dana, 
maupun hal–hal yang berkaitan dengan 
pembiayaan lainnya secara tenang telah 
banyak bermunculan. 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Mikro Kota Parepare merupakan salah 
satu bank yang melakukan kegiatan 
menghimpun dana dan menyalurkan 
kembali kepada masyarakat tanpa 
adanya sistem bunga. Bank BNI 
Syariah menerapkan sistem produk 
bagi hasil atau mudharabah. 
Mudharabah ini dapat dipergunakan 
untuk pembiayaan dan sebagai dasar 
untuk pendanaan seperti tabungan dan 
deposito. 
Berdasarkan PSAK No. 105 (2007), 
mudharabah adalah akad kerjasama 
usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama (pemilik dana  atau pihak 
bank) menyediakan seluruh dana, 
sedangkan pihak kedua (pengelola dana 
atau nasabah) bertindak selaku 
pengelolah dan keuntungan dibagi 
diantara mereka sesuai kesepakatan, 
sedangkan kerugian financial hanya 
ditanggung oleh pemilik dana. 
Dikutip dari salah satu skripsi 
karya Sri Rokhlinasari (2011) dengan 
judul Penerapan pernyataan Standar 
Akuntansi keuangan menurut PSAK 
No 105 Pada pembiayaan 
mudharabah pada Bank BNI Syariah 
Cabang Cirebon, masih terdapat 
ketidaksesuaian terutama pada metode 
bagi hasil atau mudharabah yang 
diberikan Bank BNI Syariah dengan 
metode yang ada dalam PSAK No. 
105
1
Merangkap dari masalah tersebut 
penulis berpikir bahwa penelitian ini 
dipandang perlu untuk dilakukan juga 
di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Mikro Kota Parepare karena melihat 
pembiayaan mudharabah sangatlah 
penting dilakukan untuk membantu 
masyarakat muslim untuk menjalankan 
usahanya dan apakah pihak Bank BNI 
Syariah telah menerapkan pembiayaan 
mudharabah di kota Parepare sesuai 
dengan syariah dan sesuai dengan 
ketentuan pencatatan akuntansi 
terutama pada metode bagi hasil 
mudharabah yang ada dalam PSAK 
No. 105. 
Berdasarkan latar belakang di atas 
dan pernyataan yang ada, penulis 
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tertarik untuk mengkaji dan meneliti 
judul yang sama tentang Penerapan 
Akuntansi Pembiayaan Mudharabah 
Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang Mikro 
Kota Parepare. 
 
B. Rumusan Masalah 
       Bagaimana penerapan akuntansi 
pembiayaan mudharabah berdasarkan 
PSAK No.105 pada Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Mikro Kota Parepare? 
 
C. Tujuan Penelitian 
        Untuk mengetahui penerapan 
akuntansi pembiayaan mudharabah 
berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank  
BNI Syariah Kantor Cabang Mikro 
Kota Parepare. 
D. Manfaat penelitian 
       Hasil penelitian ini diharapkan 
menjadi bahan kajian ilmiah pada 
ilmu–ilmu akuntansi khususnya 
mengenai penerapan akuntansi 
pembiayaan mudharabah berdasarkan 
PSAK No. 105. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Bank konvesional dan Bank 
Syariah 
       Dikutip dari buku A. Muhammad 
Arafah (2012) dalam bukunya tentang 
bank dan lembaga keuangan lainnya 
menyatakan bahwa menurut (Kasmir: 
2012) bank diartikan sebagai lembaga 
keuangan yang kegiatan usahanya 
adalah menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya 
kembali dana tersebut ke masyarakat  
serta memberikan jasa–jasa bank 
lainnya
2
.  
       Menurut H. Abdul Rahman 
Ghazaly dkk (2010:215) dalam 
bukunya “Fiqh dan Muamalat” 
menyatakan bahwa bank atau 
perbankan adalah lembaga keuangan 
yang usaha pokoknya memberikan 
kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 
pembayaran serta peredaran uang 
dengan tujuan memenuhi kebutuhan 
kredit dengan modal sendiri atau orang 
lain
3
. 
Bank non–islam  (conventional 
bank) adalah lembaga keuangan yang 
fungsi utamanya untuk menghimpun 
dana yang kemudian disalurkan kepada 
orang atau  lembaga yang 
membutuhkannya guna investasi 
(penanaman modal) dan usaha–usaha 
yang produktif dengan sistem bunga 
contohnya BNI, BRI, dan BCA. 
 Bank Islam (Bank Syariah) adalah 
suatu lembaga yang fungsi utamanya 
menghimpun dana untuk disalurkan 
kepada orang atau lembaga yang 
membutuhkannya dengan sistem tanpa 
bunga contohnya Bank Muamalat.  
 
B. Akuntansi Pembiayaan 
Mudharabah 
1. Akuntansi  
       Menurut Haryono Jusup 
(2011:4) dalam bukunya “Dasar–
dasar Akuntansi jilid 1” 
menyatakan bahwa Akuntansi 
adalah sistem informasi yang 
mengukur aktivitas bisnis, 
mengelola data menjadi laporan 
dan mengomunikasikan hasilnya 
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kepada para pengambil 
keputusan
4
. 
       Menurut Djoko Muljono 
(2015:37) dalam bukunya 
“Perbankan dan Lembaga 
Keuangan Syariah” Akuntansi 
Syariah adalah akuntansi yang 
pengelolaan usahanya 
berlandaskan syariah untuk 
digunakan sebagai bahan 
mengambil keputusan–keputusan 
ekonomi dan memilih alternatif 
tindakan bagi para pemakaianya. 
Akuntansi syariah dapat 
dikategorikan sebagai 
pengetahuan ilmu dalam bidang 
akuntansi yang memiliki 
karakteristik, kebenaran dan nilai-
nilai islami yang digali 
menggunakan epistemologi 
islam
5
.  
       Tujuan akuntansi syariah 
adalah memberikan informasi 
secara lengkap untuk mengetahui 
nilai dan kegiatan ekonomi yang 
bertantangan, serta yang 
diperbolehkan secara syariah dan 
meningkatkan kepatuhan terhadap 
prinsip syariah dalam semua 
transaksi dan kegiatan usaha, 
menentukan hak dan kewajiban 
pihak–pihak yang berkepentingan 
dalam suatu entitas ekonomi 
syariah berlandaskan pada konsep 
kejujuran, keadilan, kebajikan, 
dan kepatuhan terhadap nilai–nilai 
dan etika bisnis islam. 
 
 
 
2. Pembiayaan 
       Menurut Ismail (2011:105) 
dalam bukunya “Perbankan 
Syariah”, pembiayaan merupakan 
aktivitas bank syariah dalam 
menyalurkan dana kepada pihak 
lain selain bank berdasarkan 
prinsip syariah. Penyaluran dana 
dalam bentuk pembiayaan 
didasarkan pada kepercayaan 
yang diberikan oleh pemilik dana 
kepada pengguna dana. Pemilik 
dana percaya kepada penerima 
dana bahwa dalam bentuk 
pembiayaan yang diberikan pasti 
akan terbayar. Penerima 
pembiayaan mendapat 
kepercayaan dari pemberi 
pembiayaan, sehingga penerima 
pembiayaan berkewajiban untuk  
mengembalikan pembiayaan yang 
telah diterimanya sesuai dengan 
jangka waktu yang telah 
diperjanjikan
6
. 
       Pembiayaan yang diberikan 
oleh bank syariah berbeda dengan 
kredit yang diberikan oleh bank 
konvesional. Dalam perbankan 
syariah, return atas pembiayaan 
tidak dalam bentuk bunga, akan 
tetapi dalam bentuk lain sesuai 
dengan akad–akad yang 
disediakan oleh bank syariah. Di 
dalam perbankan syariah, istilah 
kredit tidak dikenal karena bank 
syariah memiliki skema yang 
berbeda dengan bank konvesional 
dalam penyaluran dananya kepada 
pihak yang membutuhkan. Bank 
syariah menyalurkan dananya 
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kepada nasabah dalam bentuk 
pembiayaan.  
  Menurut H. Veithzal Rivai dan 
Andria Permata Veithzal (2008:3) 
dalam bukunya “Islamic 
Financial Management”, istilah 
pembiayaan pada intinya berarti I 
believe I trust, ‘saya percaya’ atau 
‘saya menaruh kepercayaan’. 
Perkataan pembiayaan artinya 
kepercayaan yang berarti lembaga 
pembiayaan selaku shahibul mal 
menaruh kepercayaan kepada 
seseorang untuk melaksanakan 
amanah yang diberikan
7
. Dana 
tersebut harus digunakan dengan 
benar, adil, dan harus disertai 
dengan ikatan dan syarat–syarat 
yang jelas dan saling 
menguntungkan bagi kedua belah 
pihak, sebagaimana firman Allah 
SWT dalam Qs. Al–Maidah (5): 1 
yaitu : 
       Artinya:  “…Hai orang yang 
beriman ! Penuhilah akad–akad 
itu. Dihalalkan bagimu binatang 
ternak kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang 
demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum–hukum yang di kehendaki-
Nya….” (Qs. Al–Maidah (5):1) 
       Pembiayaan mempunyai 
peranan yang sangat penting 
dalam perekonomian. Secara garis 
besar, fungsi pembiayaan dalam 
perekonomian, perdagangan dan 
keuangan adalah sebagai berikut: 
a. Pembiayaan dapat 
meningkatkan Utility (daya 
guna) dari modal atau uang 
atau suatu barang. 
b. Pembiayaan meningkatkan 
peredaran dan lalu lintas uang. 
c. Pembiayaan menimbulkan 
gairah usaha masyarakat. 
d. Pembiayaan sebagai alat 
stabilisasi ekonomi. 
e. Pembiayaan sebagai jembatan 
untuk peningkatan pendapatan 
nasional. 
f. Pembiayaan sebagai alat 
hubungan ekonomi 
internasional. 
        
Menurut Djoko Muljono 
(2015:77-78) dalam bukunya 
“Perbankan dan Lembaga 
Keuangan Syariah”, perbedaan 
antara pembiayaan mudharabah 
dengan penyertaan mudharabah  
antara lain : 
a. Pembiayaan mudharabah 
ditunjukkan untuk membantu 
nasabah mendapatkan dana 
dalam rangka kegiatan usaha 
nasabah. Pembiayaan 
mudharabah dapat dilakukan 
oleh Lembaga Keuangan 
Syariah dan dapat dilakukan 
oleh nasabah. Bentuk 
pembiayaan tersebut adalah : 
1) Pembiayaan mudharabah 
yang dilakukan oleh 
Lembaga Keuangan 
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Syariah dapat 
diaplikasikan dengan akad 
lainnya seperti : 
a) Mudharabah pada 
qardh, 
b) Mudharabah pada 
ijarah, 
c) Mudharabah pada 
sertifikat IMA. 
2) Pembiayaan mudharabah 
yang dilakukan oleh 
nasabah kepada Lembaga 
Keuangan Syariah dapat 
diaplikasikan dengan akad 
wadiah yang dapat 
berbentuk Tabungan, 
Giro, Deposito, dan 
Simpanan, serta Investasi. 
b. Penyertaan mudharabah 
ditunjukkan untuk melakukaan 
kerja sama antara pemodal 
dengan yang dibiayai. Aplikasi 
dari penyertaan mudharabah 
adalah pada musyarakah
8
. 
 
 
3. Mudharabah 
a. Pengertian Mudharabah 
Menurut Djoko Moljono (2015:67) 
dalam bukunya “Perbankan dan 
Lembaga Keuangan Syariah”, 
mudharabah  adalah kerjasama 
antara dua atau lebih dari pihak 
pemilik modal (shahibul maal), 
yang mempercayakan sejumlah 
modal dengan kontribusi seratus 
persen (100%) modal dari pemilik 
modal kepada pengelola 
(mudharib). 
 
Menurut Abdullah Amrin 
(2006:133) dalam bukunya  
“Asuransi Syariah”, Mudharabah 
adalah perjanjian di antara paling 
sedikit dua pihak. Mudharabah 
dapat dilakukan atas nama 
perseorangan atau lembaga, atau 
sebaliknya, lembaga dan seseorang. 
Pihak yang memiliki modal disebut 
Shahib al–mal atau rabb al mal. 
Orang/lembaga yang menerimanya 
dan menjalankan aktivitas usaha 
disebut pengusaha atau mudharib
9
.  
 Menurut Sofyan Syarif 
Harap (2004: 95-96) dalam 
bukunya “Akuntansi Islam”, 
Mudharabah adalah kerja sama 
bank dengan pengusaha yang 
diyakini sepenuhnya.  
 Menurut Rozalinda 
(2016:205) dalam bukunya “Fikih 
Ekonomi Syariah”, dijelaskan oleh 
Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh 
as-sunnah, secara bahasa, 
mudharabah diambil dari kalimat 
dharaba fil ardh yang artinya 
melakukaan perjalanan dalam 
rangka berdagang
10
. 
 
b. Jenis–Jenis Mudharabah 
Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini (2014: 296) dalam 
bukunya, “Perbankan Syariah 
Produk–produk dan aspek–
aspek hukumya”, ada 2 jenis 
mudharabah yaitu : 
1) Al-mudharabah al-
muqayyadah 
Disebut al–mudharabah 
al-muqayyadah atau 
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mudharabah yang terbatas 
apabila rabb-ul mal 
menentukan bahwa 
mudarib hanya boleh 
berbisnis dalam bidang 
tertentu.  
2) Al–mudharabah al-
muthlaqah  
Disebut al–mudharabah 
al-muthlaqah atau 
mudarabah yang mutlak 
atau tidak terbatas. 
 
c. Bentuk–Bentuk Mudharabah 
 Menurut Ismail (2011: 
83) dalam bukunya “Perbankan 
Syariah” bentuk–bentuk 
mudharabah terbagi dalam 3 
bentuk yaitu : 
1) Investasi Mudharabah 
2) Tabungan Mudharabah 
3) Deposito Mudharabah11 
 
d. Berakhirnya Akad 
Mudharabah 
Menurut Rozalinda 
(2016:217) dalam bukunya 
“Fikih Ekonomi Syariah”, 
berakhirnya akad mudharabah 
disebabkan hal–hal sebagai 
berikut : 
1) mudharabah tersebut 
mempunyai batasan waktu. 
2) Salah satu pihak 
memutuskan 
mengundurkan diri. 
3) Salah satu pihak meninggal 
dunia atau hilang akal. 
4) Usaha yang dilakukan 
mengalami kerugian yang 
mengakibatkan modal 
habis. 
5) Akad mudharabah batal 
ketika shahibul maal atau 
mudharib murtad.  
6) Salah satu syarat 
mudharabah tidak 
terpenuhi. 
7) Pengelola dana tidak 
menjalankan amanah 
sebagai pengelolah usaha 
bila pengelola melakukan 
kesia–siaan12. 
 
e. Bagi Hasil Dalam 
Pembiayaan Mudharabah 
Menurut Ismail 
(2011:174) dalam bukunya 
“Perbankan Syariah”, bagi hasil 
atas kerjasama usaha ini 
diberikan sesuai dengan nisbah 
yang telah dituangkan dalam 
akad mudharabah. Perhitungan 
mudharabah dibagi menjadi 2 
yaitu : 
1) Revenue Sharing 
Perhitungan bagi hasil 
dengan menggunkan revenue 
sharing ialah berasal dari 
nisbah dikalikan dengan 
pendapatan sebelum dikurangi 
biaya.  
 
2) Profit / Loss Sharing 
Perhitungan bagi hasil 
dengan menggunakan profit/ 
loss sharing merupakan 
perhitungan bagi hasil yang 
berasal dari nisbah dikalikan 
dengan laba usaha sebelum 
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dikurangi pajak penghasilan. 
Pendapatan kotor dikurangi 
dengan harga pokok penjualan, 
biaya-biaya sama dengan laba 
sebelum pajak. Laba usaha 
sebelum pajak dikalikan 
dengan nisbah yang disepakati, 
merupakan bagi hasil yang 
harus diserahkan oleh nasabah 
kepada bank syariah
13
.  
 
C. Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No.105 
1. Pengukuran  
        Pengukuran investasi 
mudharabah adalah sebagai berikut 
(paragraf 13) : 
a. Investasi mudharabah dalam 
bentuk kas diukur sebesar 
jumlah yang dibayarkan. 
b. Investasi mudharabah dalam 
bentuk aset nonkas diukur 
sebesar nilai wajar aset 
nonkas pada saat. 
      Jika nilai investasi 
mudharabah turun sebelum 
usaha dimulai karena rusak, 
hilang atau faktor lain yang 
bukan kelalaian atau kesalahan 
pihak pengelola dana, maka 
penurunan nilai tersebut diakui 
sebagai kerugian dan 
mengurangi saldo investasi 
mudharabah (paragraf 14) jika 
sebagian investasi mudharabah.  
 
2. Pengakuan  
       Jika investasi mudharabah 
melebihi satu periode pelaporan, 
penghasilan usaha diakui dalam 
periode terjadinya hak bagi hasil 
sesuai nisbah yang disepakati 
(paragraf 20). Kerugian yang terjadi 
dalam suatu periode sebelum akad 
mudharabah berakhir diakui 
sebagai kerugian dan dibentuk 
penyisihan kerugian investasi. 
Kerugian akibat kelalaian atau 
kesalahan pengelola dana 
dibebankan pada pengelola dana 
dan tidak mengurangi investasi 
mudharabah (paragraf 23). Bagian 
hasil usaha yang belum dibayar 
oleh pengelola dana diakui sebagai 
piutang (paragraf 24).  
 
 
3. Penyajian 
       Pemilik dana menyajikan 
investasi mudharabah dalam 
laporan keuangan sebesar nilai 
tercatat (paragraf 36).  
 
4. Pengungkapan 
       Pemilik dana mengungkapkan 
hal–hal terkait transaksi 
mudharabah tetapi tidak terbatas 
pada (paragraf 38) : Pengungkapan 
yang diperlukan sesuai dengan 
PSAK 101. 
 
III. METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Berdasarkan rancangan 
penelitian, lokasi penelitian 
dilaksanakan di Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Mikro di Jl. 
Lahalede Kota Parepare. Waktu 
yang dibutuhkan untuk penelitian 
kurang lebih 3 bulan terhitung dari 
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bulan Februari  sampai dengan 
bulan Mei 2017. 
 
B. Desain Penelitian 
Penelitan ini merupakan 
penelitian yang tergolong dalam 
penelitian deskriptif yang 
menggunakan pendekatan 
kualitatif didasarkan untuk 
memperoleh data yang bersumber 
dari Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Mikro Kota Parepare 
  
C. Defenisi Operasional Variabel 
Variabel penilitan ini adalah 
Pembiayaan mudharabah 
berdasarkan PSAK No. 105. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada 
kolom defenisi operasional 
variabel berikut : 
 
 
 
Tabel 3.2 
Defenisi Operasional Variabel 
Nama 
Variabel 
Penjelasan Indikator 
 
 
Pembiayaan 
Mudharabah 
 
 
Pembiayaan 
mudharabah 
adalah 
merupakan 
akad 
pembiayaan 
antara pihak 
bank dengan 
nasabah untuk 
menjalankan 
usahanya dan 
hasilnya akan 
dibagi sesuai 
dengan nisbah 
bagi hasil 
yang 
disepakati. 
 
 
1. Pengukuran 
2. Pengakuan 
3. Penyajian 
4. Pengungkap
an 
 
D. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data adalah data–data 
yang dibutuhkan dalam penelitian 
berupa data kualitatif dan data 
kuantatif.  
 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah merupakan 
data yang bersumber darimana 
data itu diperoleh. Person, Paper, 
Place. 
 
E. Teknik Pengolahan Data Dan 
Analisis Data 
       Untuk menguji hipotesis yang 
diajukan, maka analisis data yang 
digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan komparatif.  
IV.  HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN  
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Berdasarkan data yang telah 
diperoleh, maka selanjutnya adalah 
dengan melakukan evaluasi atas 
data-data dan informasi  yang 
diperoleh terkait penerapan 
akuntansi pembiayaan 
mudharabah berdasarkan PSAK 
No. 105 ditinjau dari 4 indikator 
yaitu  pengukuran, pengakuan, 
penyajian, dan pengungkapan. 
Kategori tersebut dijadikan sebagai 
acuan dalam melakukan 
perbandingan antara penerapan 
akuntansi pembiayaan 
mudharabah berdasarkan PSAK 
No. 105 pada Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Mikro Kota 
Parepare. 
Menurut Djoko Muljono 
(2015:77-78) dalam bukunya 
“Perbankan dan Lembaga 
Keuangan Syariah” menyatakan 
bahwa Pembiayaan mudharabah 
ditunjukkan untuk membantu 
nasabah mendapatkan dana dalam 
rangka kegiatan usaha nasabah. 
Pembiayaan mudharabah
14
. 
Pada dasarnya, pengaplikasian 
yang dilakukan oleh Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Mikro Kota 
Parepare lebih tertuju kepada 
pembiayaan mudharabah yang 
dilakukan oleh nasabah ke lembaga 
keuangan syariah dimana Bank 
menjadi mudharib dan nasabah 
menjadi shahibul maal. 
1. Pengukuran  
Pemberlakuan akuntansi 
pembiayaan mudharabah 
menurut PSAK No. 105 dilihat 
dari sudut pengukuran adalah 
sebagai berikut : 
a. Dana mudharabah yang 
disalurkan oleh pemilik 
dana diakui sebagai 
investasi mudharabah pada 
saat pembayaran kas atau 
penyerahan aset nonkas 
kepada pengelola dana. 
b. Pengukuran investasi 
mudharabah adalah sebagai 
berikut : 
1) Investasi mudharabah 
dalam bentuk kas 
diukur sebesar jumlah 
yang dibayarkan. 
2) Invesatasi mudharabah 
dalam bentuk aset 
nonkas pada saat 
diukur sebesar nilai 
wajar aset nonkas pada 
saat penyerahan. 
Dari hasil wawancara, Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang 
Mikro Kota Parepare belum 
sepenuhnya menerapkan PSAK 
No. 105 karena investasi 
mudharabah dalam aset nonkas 
diukur sebesar nilai wajar aset 
nonkas pada saat penyerahan 
belum diterapkan karena Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang 
Mikro Kota Parepare belum 
atau tidak menyediakan jasa 
aset nonkas yang berkaitan 
dengan pembiayaan 
mudharabah. 
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2. Pengakuan 
       Pemberlakuan akuntansi 
pembiayaan mudharabah 
menurut PSAK No. 105 dilihat 
dari sudut pengakuan adalah 
sebagai berikut: 
a. Jika nilai investasi 
mudharabah turun sebelum 
usaha dimulai disebabkan 
rusak, hilang atau faktor 
lain yang bukan kelalaian 
atau kesalahan pihak 
pengelola dana, maka 
penurunan nilai tersebut 
diakui sebagai kerugian dan 
mengurangi saldo investasi 
mudharabah. 
b. Jika sebagian investasi 
mudharabah hilang setelah 
dimulainya usaha tanpa 
adanya kelalaian atau 
kesalahan pengelola dana, 
maka kerugian tersebut 
diperhitungkan pada saat 
bagi hasil. 
c. Jika akad mudharabah 
berakhir sebelum atau saat 
akad jatuh tempo dan 
belum dibayar oleh 
pengelola dana, maka 
investasi mudharabah 
diakui sebagai piutang. 
d. Jika investasi mudharabah 
melebihi satu periode 
pelaporan, penghasilan 
usaha diakui dalam periode 
terjadinya hak bagi hasil 
sesuai nisbah yang 
disepakati. 
e. Kerugian yang terjadi 
dalam suatu periode 
sebelum akad mudharabah 
berakhir diakui sebagai 
kerugian dan dibentuk 
penyisihan kerugian 
invesatasi. 
f. Kerugian akibat kelalaian 
atau kesalahan pengelola 
dana dibebankan pada 
pengelola dana dan tidak 
mengurangi investasi 
mudharabah. 
g. Bagi hasil mudharabah 
dilakukan dengan 
menggunakan dua prinsip 
yaitu bagi laba atau bagi 
hasil. 
       Dari hasil wawancara, 
Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Mikro Kota Parepare 
belum sepenuhnya menerapkan 
PSAK No. 105. Dilihat pada 
point (a, c, dan e) di atas, Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang 
Mikro Kota Parepare belum 
menerapkan hal tersebut karena 
belum ada keputusan dari 
kantor pusat mengenai hal 
tersebut. Pada point (f) dari 
hasil wawancara Kerugian 
akibat kelalaian atau kesalahan 
pengelola dana akan ditanggung 
bersama antara pemilik dan 
pengelola dana dan kerugian 
tersebut akan diperhitungkan 
pada pada bagi hasil. Bagi hasil 
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menurut PSAK No. 105 yaitu 
bagi hasil mudharabah 
dilakukan dengan menggunkan 
dua prinsip yaitu bagi laba dan 
atau bagi hasil sedangkan dari 
hasil wawancara yang 
dilakukan di Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Mikro Kota 
Parepare menggunakan bagi 
hasil berdasarkan pendapatan 
atau disebut reveniu sharing. 
3. Penyajian 
Perlakuan akuntansi 
pembiayaan mudharabah 
menurut PSAK No. 105 dilihat 
dari sudut penyajian 
menyatakan bahwa pemilik 
dana menyajikan investasi 
mudharabah dalam laporan 
keuangan sebesar nilai yang 
tercatat. 
Dari hasil wawancara dari 
sudut penyajian, Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Mikro 
Kota Parepare belum 
menerapkan PSAK No. 105 
karena Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Mikro Kota 
Parepare belum mendapatkan 
keputusan mengenai wewenang 
dalam menyajikan laporan 
keuangan dari kantor pusat. 
 
4. Pengungkapan 
Pemberlakuan akuntansi 
pembiayaan mudharabah 
menurut PSAK No. 105 dilihat 
dari sudut pengungkapan adalah  
sebagai berikut : 
a. Pemilik dan pengelola dana 
mengungkapkan hal–hal 
yang terkait dengan 
transaksi mudharabah 
tetapi tidak terbatas. 
b. Pengungkapan yang 
diperlukan sesuai dengan 
PSAK 101 dalam penyajian 
laporan keuangan. 
 
Dari hasil wawancara, Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang 
Mikro Kota Parepare belum 
sepenuhnya menerapkan PSAK 
No. 105 karena pengungkapan 
yang diperlukan sesuai dengan 
PSAK 101 dalam penyajian 
laporan keuangan belum 
disesuaikan dengan PSAK 101, 
melainkan disesuaikan 
berdasarkan keputusan Dewan 
Syariah Nasional. 
 
V. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisa dan 
pembahasan di atas, maka penulis 
dapat menarik suatu kesimpulan 
bahwa: 
1. Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Mikro Kota Pareparep 
belum sepenuhnya menerapkan 
akuntansi pembiayaan 
mudharabah berdasarkan PSAK 
No. 105 karena belum ada 
ketentuan produk yang diberikan 
oleh pusat.  
2. Adapun jenis pembiayaan yang 
digunakan adalah pembiayaan 
mudharabah yang dilakukan dari 
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pihak nasabah (shahibul maal) ke 
Bank (Mudharib) dan 
pembiayaan murabahah di mana 
pembiayaan jenis ini lebih 
menguntungkan bagi pihak Bank. 
3. Metode bagi hasil yang 
digunakan oleh Bank BNI 
Syariah kantor Cabang Mikro 
Kota Parepare  belum sesuai 
dengan PSAK No. 105 karena 
metode bagi hasil yang 
digunakan oleh Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Mikro 
Kota Parepare menggunakan 
metode reveniu sharing yaitu 
pembagian hasil yang dihitung 
dari total pendapatan pengelolaan 
dana tanpa dikurangi dengan 
biaya–biaya yang dikeluarkan 
dalam pengelolaan dana tersebut. 
Sedangkan menurut PSAK No. 
105 dalam paragraf 11 dijelaskan  
bahwa pembagian hasil usaha 
dapat dilakukan berdasarkan 
prinsip bagi hasil atau bagi laba.  
 
 
 
B. Saran 
       Berdasarkan kesimpulan yang 
diperoleh dalam penelitian ini, maka 
diajukan saran–saran sebagai berikut 
: 
1. Sebaiknya, pembiayaan 
mudharabah  dari pihak Bank 
(shahibul maal) ke nasabah 
(mudharib)  juga diterapkan 
pada Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Mikro Kota Parepare.  
2. Sebaiknya, dalam metode bagi 
hasil Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Mikro Kota Parepare 
menggunakan metode profit/ 
loss sharing dimana pendapatan 
atau bagi hasil yang diperoleh 
berasal dari keuntungan setelah 
dikurangi dengan biaya–biaya.  
3. Sebaiknya, Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Mikro Kota 
Parepare dalam penerapan 
akuntansi pembiayaan 
mudaharabah juga 
menggunakan landasan PSAK  
No. 105  agar lebih terstandar. 
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